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- Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 

(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : 
- a. Peraturan Bupati Nomor 204 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial   

‘’’’dan Lingkungan Perusahaan; dan  
b. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 204 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Perusahaan;  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Malinau  

- Penjelasan : 5 Hlm 
 

 
 

Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai 
amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 
hidup;  
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 
mengamanatkan kewajiban perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Perusahaan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan 
sebagai biaya perusahaan; 
 
Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat 
(6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 
2000; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU No 6 Tahun 2023. 
 
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur, Ketentuan Umum Umum, 
Penyelenggaraan, Kelembagaan, Perencanaan & Program, Pelaksanaan, Sistem 
Informasi TJSLP, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Pembiayaan, 
Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.  


